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ABSTRAK : Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menjabarkan program 

dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota serta 

melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

  Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: 

  UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4116; UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan 

UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 

Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh dan 

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilhan Kabupaten/Kota, 

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara 

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 4 Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium 

untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilhan Umum Nomor 

44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam 

Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 



 

  Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 4/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/I/2017 

diatur tentang: 

  Menetapkan Kelompok Kerja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara 

sebagaimana terdapat dalam Lampiran. 

 

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2017 

  - Lampiran 4 Lembar 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


